









EFEKTIVITAS LIMA HARI KERJA DALAM  
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK 




Penelitian ini tentang efektivitas lima hari kerja dalam meningkatkan pelayanan publik 
yang berlokasi penelitiannya pada Kantor Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan 
lima hari kerja dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Camat Lhoksukon. 
Permasalahan yang terjadi bahwa efektivitas lima hari kerja bagi pegawai yaitu sejauh 
mana seseorang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dalam mencapai suatu 
tujuan dalam organisasi, dalam hal ini efektivitas digunakan untuk melihat kebijakan 
lima hari kerja yang meliputi jam kerja disiplin dan insentif. Dan juga terlihat adanya 
gejala atau fenomena antara lain, kantor pada siang hari sudah sepi karena tidak ada lagi 
aktivitas yang harus dikerjakan. Sehingga penerapan lima hari kerja menjadi anggaran 
Negara lebih banyak dan menjadi pemborosan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun 
prosedur memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang ditentukan secara 
furposive dan snowboll. Teknik analisa data adalah deskriptif kualitatif yang menempuh 
langkah-langkah antara lain koleksi data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan 
kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektivitas 
lima hari kerja memunculkan pengaruh positif yang memberikan kemajuan dalam 
pelayanan publik dan pengaruh negatif yang mengurangi implementasi kebijakan lima 
hari kerja di Kantor Camat Lhoksukon, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan dalam efektivitas lima hari kerja belum bisa meningkatkan pelayanan 
publik, dikarenakan tidak didukung oleh faktor lainnya seperti minimnya sumber daya 
aparatur yang berkualitas dan juga fasilitas kerja yang terbatas. Kesimpulan bahwa 
efektivitas lima hari kerja tidak mampu meningkatkan pelayanan publik, jika faktor 
pendukung seperti sumber daya aparatur yang berkualitas dan fasilitas kerja yang 
memadai belum tercukupi di Kantor Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.  
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 Setelah diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah, yang 
kemudian di ganti dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah 
terjadi perubahan paradigma dan 
Pemerintah Daerah, yang semula lebih 
berorientasi sentralistik menjadi 
desentralistik dan menjalankan otonomi 
seluas-luasnya. Salah satu aspek 
penting kebijakan otonomi daerah dan 
desentralisasi adalah peningkatan 
pelayanan pablik dalam rangka 
menuwujudkan kesejahteraan 
masyarakat, dan meningkatkan daya 
saing daerah. 
Berdasarkan pengalaman 
penyelenggaraan pemerintah di banyak 
Negara, salah satu faktor penting yang 
mempengaruhi keberhasilan otonomi 
daerah adalah fasilitas atau 
kemampuan daerah dalam berbagai 
bidang yang relevan. Dengan demikian 
dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat dan 
peningkatan daya saing daerah 
diperlukan kemampuan atau kapasilitas 
Pemerintah Daerah yang memadai. 
Perubahan status otonomi 
daerah dari Sentralisasi dalam sistem 
pemerintahan daerah berarti juga 
memberikan kewenangan yang luas 
pada pemerintahan daerah untuk 
menentukan kebijakan daerah yang 
dapat meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintahan daerah telah 
merubah pula kecamatan dari wilayah 
administrasi pemerintahan menjadi 
perangkat daerah yang memberikan 
pengaruh terhadap fungsi pelayanan. 
Kecamatan sebagai perangkat daerah 
merupakan organisasi terdepan dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, keberhasilan dalam 
melakukan pemberi pelayanan pablik 
oleh pihak kecamatan tidak terlepas 
dari parsitifasi aparatur kecamatan itu 
sendiri. 
Menindak lanjuti amanat 
tersebut, pada tahun 2006 Pejabat 
Gubernur Provinsi Aceh yang ketika itu 
dijabat oleh Mustafa Abubakar, 
mengeluarkan kebijakan daerah 
tentang himbauan lima hari kerja dalam 
seminggu (Senin sampai jumat) bagi 
semua daerah Kabupaten dan Kota 
dalam wilayah pemerintahan Propinsi 
Aceh. 
Maka pelaksanaan lima hari 
kerja dalam seminggu yang ditempuh 
Pemerintah Propinsi Aceh, merupakan 
suatu hal baru dalam stuktur kerja 
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organisasi pemerintahan yang selama 
ini berjalan enam hari dalam seminggu, 
sehingga kebijakan tersebut 
menimbulkan efektivitas lima hari kerja 
yang ditempuh gubernur mendapat 
reaksi pro dan kontra baik dari aparatur 
pemerintah maupun dari masyarakat. 
Gubernur Provinsi Aceh mengambil 
penentuan lima hari kerja dalam 
seminggu dengan mengeluarkan 
keputusan Gubernur Provinsi Aceh 
Nomor: 061.2/063/2006/1427 H. 
Pengeluaran keputusan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja aparatur 
pemerintahan yang selama ini terkesan 
kurang disiplin juga guna meningkatkan 
pelayanan publik kepada masyarakat. 
Dimana didalam keputusan 
tersebut sudah diatur tentang 
pengawasan dan penegakan sanksi 
disiplin serta insentif terhadap 
ketentuan jam kerja yang diberlakukan 
dengan tujuan agar pegawai dapat lebih 
produktif sehingga tercapai efektivitas 
dalam berkerja melayani publik. 
Walaupun rendahnya kinerja aparatur 
Kecamatan Lhoksukon dapat dilihat dari 
pemanfaatan sumber daya dan dana 
yang ada untuk melaksanakan 
kebijakan, namun tujuan atau hasil 
akhir yang dicapai tidak sebanding 
dengan biaya yang telah dikeluarkan. 
Kurangnya kepekaan dan kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan 
perioritas pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat, 
aparatur Kecamatan Lhoksukon belum 
dapat memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada masyarakat karena 
aparatur yang tidak berkualitas dan 
fasilitas kerja yang kurang memadai. 
Aparatur Kecamatan Lhoksukon 
Kabupaten Aceh Utara sebagai abdi 
masyarakat dan juga abdi Negara 
dengan kata lain adalah pelayanan 
masyarakat, oleh karena itu dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat haruslah mampu 
meningkatkan harkat dan martabat 
aparatur itu sendiri sebagai pelayan, 
maupun masyarakat yang kita layani, 
berkewajiban memberikan pelayanan 
yang terbaik, dalam arti memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat. 
Penyelenggaraan pelayanan prima 
kepada masyarakat menurut kinerja 
aparatur Pemerintahan termasuk 
pemerintah Kecamatan Lhoksukon, agar 
memiliki profesionalisme yang baik 
sehingga akan tercapai kualitas 
aparatur yang mampu memberikan 
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pelayanan prima kepada masyarakat 
yang membutuhkannya. 
Namun yang menjadi 
permasalahan bahwa pemberlakuan 
lima hari kerja dalam seminggu tidak 
efektif berjalan karena jam kerja yang 
dijalankan bertambah walau secara 
umum waktu libur pun ikut bertambah 
namun masih belum efektif juga karena 
tidak tersedianya dana untuk 
kesejahteraan dan biaya konsumsi bagi 
pegawai, dan waktu yang diberikan 
untuk istirahat hanya satu setengah 
jam. Bagi pegawai yang dekat rumah 
dengan kantor mungkin masih dapat 
dilaksanakan dengan baik namun 
kebanyakan pegawai bertempat tinggal 
jauh dari kantor sehingga tidak cukup 
waktu pulang kerumah terlebih dahulu. 
Tetapi efektivitas pelayanan kepada 
masyarakat sangat terbukti sejak 
diterapkan lima hari kerja dalam 
seminggu. Walaupun banyak aparatur 
sendiri yang tidak konsisten terhadap 









1. Segi Kualitas 
Konsep pelayanan berkualitas 
yang telah di kembangkan tidak bisa 
berjalan dengan optimal, karena 
kekurangan fasilitas kerja yang dimiliki 
sebagian instansi pemerintah, waktu 
pelayanan yang diberikan memakan 
tempo yang lama, akibat dari peralatan 
yang minim dan kurang memadai. 
Pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat di Kantor Camat Lhoksukon 
berjalan dengan teratur, seperti yang 
diatur dalam sistem kerja, walau masih 
terdapat beberapa kendala yang 
mengakibatkan pelayanan yang 
diterima masyarakat tidak maksimal. 
Luasnya wilayah dan jumlah masyarakat 
yang banyak mengakibatkan pelayanan 
tidak optimal berjalan, namun 
ketersediakan fasilitas yang minim 
menjadi penyebab kurang berjalan 
pelayanan kepada masyarakat. 
2. Segi Kuantitas  
Berdasarkan segi kuantitas bagi 
aparatur Kecamatan Lhoksukon dalam 
melaksanakan tugas sebagai pemberi 
pelayanan publik kepada masyarakat 
sekarang dalam tahap peningkatan, 
pemberdayaan, dan pembangunan 
sehingga penyelenggaraan roda 
pemerintahan dapat berjalan dengan 
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baik. Sumber daya manusia yang 
dimiliki sudah maksimal, bukan berarti 
menyurutkan semangat kerja dalam 
mencapai tujuan pemerintahan. Secara 
pemerintahan Kecamatan Lhoksukon 
melakukan penataan dan perbaikan 
yang diyakini suatu saat mencapai titik 
kesempurnaan. Demikian juga halnya 
sarana dan prasarana kerja yang mana 
sekarang dalam tahap peningkatan, 
pemberdayaan dan pembangunan 
sehingga roda pemerintahan akan 
berjalan dengan optimal. 
 
3. Efektivitas Pelaksanaan Lima Hari 
Kerja Dalam Meningkatkan 
Pelayanan Publik di Kantor Camat 
Lhoksukon 
Efektivitas adalah pengukuran 
dalam arti tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Dalam hubungannya 
dengan kinerja organisasi maka ukuran 
baik buruknya kinerja diukur oleh 
efektivitas dan efisiensi. Masalahnya 
adalah bagaimana proses terjadinya 
efisiensi dan efektivitas organisasi. 
Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, 
dikatakan efisien bila hal itu 
memuaskan sebagai pendorong 
mencapai tujuan, terlepas apakah 
efektif atau tidak. Sedangkan efesien 
berkaitan dengan jumlah pengorbanan 
yang dikeluarkan dalam upaya 
mencapai tujuan organisasi. Agar 
tercapai tujuan yang diinginkan 
organisasi salah satu yang perlu 
mendapat perhatian adalah hal yang 
berkaitan dengan wewenang dan 
tanggung jawab para perserta yang 
mendukung organisasi tersebut. 
Pelaksanaan kerja adalah fungsi 
dari peraturan-peraturan dan praktek-
praktek yang digunakan dengan 
konsisten, bentuk konsistensi ini 
sebagai sumber kekuatan organisasi 
dan sebagai cara untuk memperbaiki 
kinerja dan efektifitas organisasi dalam 
melaksanakan kegiatan atau fungsi-
fungsi sehingga tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai dengan 
mengunakan secara optimal melalui 
alat-alat dan sumber daya yang ada. 
Pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat di Kantor Camat Lhoksukon 
berjalan dengan teratur, seperti yang 
diatur dalam sistem kerja, walau masih 
terdapat beberapa kendala yang 
mengakibatkan pelayanan yang 
diterima masyarakat tidak maksimal. 
Luasnya wilayah dan jumlah masyarakat 
yang banyak mengakibatkan pelayanan 
tidak optimal berjalan, namun 
ketersediakan fasilitas yang minim 
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menjadi penyebab kurang berjalan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Berdasarkan segi kuantitas bagi 
aparatur Kecamatan Lhoksukon dalam 
melaksanakan tugas sebagai pemberi 
pelayanan publik kepada masyarakat 
sekarang dalam tahap peningkatan, 
pemberdayaan, dan pembangunan 
sehingga penyelenggaraan roda 
pemerintahan dapat berjalan dengan 
baik  
Sumber daya manusia yang 
dimiliki sudah maksimal, bukan berarti 
menyurutkan semangat kerja dalam 
mencapai tujuan pemerintahan. Secara 
pemerintahan Kecamatan Lhoksukon 
melakukan penataan dan perbaikan 
yang diyakini suatu saat mencapai titik 
kesempurnaan. Demikian juga halnya 
sarana dan prasarana kerja yang mana 
sekarang dalam tahap peningkatan, 
pemberdayaan dan pembangunan 
sehingga roda pemerintahan akan 
berjalan dengan optimal. Adapun yang 
ditempuh pemerintah selalu berkaitan 
dengan pelayanan kepada masyarakat, 
efektivitas lima hari kerja dalam 
meningkatkan pelayanan publik yang 
tempuh pemerintah daerah beraneka 
ragam. Mulai dari penarikan retribusi 
sampai pada pengololaan rumah sakit 
umum daerah. Tujuan pemerintah pula 
untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat bermacam-macam 
sesuai dengan keinginan masyarakat 
sendiri. Selama ini pemerintah daerah 
telah menempuh banyak kebijakan 
yang berkaitan dengan peningkatan 
kinerja aparatur pemerintah dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, namun banyaknya 
kebijakan yang telah ditempuh 
pemerintah hanya sebahagian kecil 
yang mampu meningkatkan kinerja 
aparatur dalam bekerja, selebihnya 
masih mengecewakan masyarakat. 
Rendahnya kinerja aparatur Kecamatan 
Lhoksukon dapat dilihat dari 
pemanfaatan sumber daya dan dana 
yang ada untuk melaksanakan suatu 
kebijakan, namun tujuan dan hasil akhir 
yang dicapai tidak sebanding dengan 
biaya yang telah dikeluarkan. kurangnya 
kepekaan dan kemampuan dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan prioritas 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat, menandakan 
bahwa masih belum tanggapnya 
pemerintah kecamatan dalam melihat 
dan mendengar aspirasi yang 
berkembang di masyarakat. 
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Pelaksanaan daerah yang 
ditempuh daerah dalam meningkatkan 
produktivitas aparatur dalam 
memberikan pelayanan kepda 
masyarakat, tentu mengalami dampak 
yang beragam, baik dari masyarakat 
maupun dari aparatur sendiri yang 
merasa dampak secara langsung dari 
kebijakan pemerintah daerah. diantara 
dampak itu ialah dampak positif yang 
memberikan penilaian baik dan dampak 
negatif yang memberi penilaian kurang 
baik atas kebijakan yang telah di 
tempuh. 
a. Pengaruh Positif   
Dalam meningkatkan 
pembangunan dan juga mengatur 
kehidupan masyarakat, pemerintah juga 
mengeluarkan kebijakan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
tugas untuk diikuti oleh semua lapisan 
masyarakat. Kebijakan yang ditempuh 
pemerintah, selain untuk mengatur 
kehidupan publik, ada juga kebijakan 
yang diperuntukkan hanya kepada 
aparatur pemerintah saja, seperti 
peraturan kedisiplinan kerja dalam 
sistem kerja yang harus dilaksanakan 
aparatur pemerintah. Pelaksanaan 
dalam mengatur sistem kerja dan 
kedisiplinan kerja aparatur di era 
otonomi daerah disarahkan wewenang 
pada pemerintah daerah sendiri, 
selama ini kebijakan yang ditempuh 
pemerintah daerah dalam mengatur 
kinerja aparatur pemerintah. kebijakan 
yang ditempuh pemerintah tentu 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
aparatur dalam memberikan pelayanan 
publik, karena fungsi pemerintah 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Pelaksanaan lima hari kerja 
merupakan salah satu solusi yang 
ditempuh pejabat pemerintah daerah 
untuk meningkatkan penyelesaian tugas 
yang telah direncanakan pemerintah 
daerah. Namun pelaksanaan lima hari 
kerja sangat bermanfaat bagi aparatur 
yang ada jabatan atau kerja, bisa pulang 
sampai sore hari karena dapat 
menyelesaikan tugas yang menumpuk.  
Pelaksanaan lima hari kerja 
mendukung peningkatan kinerja 
aparatur dalam melayani masyarakat, 
masyarakat dapat memperoleh 
pelayanan kapan saja masyarakat 
inginkan. Kantor Camat yang tutup 
sampai sore hari memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk 
mempermudah dalam memperoleh 
pelayanan dari aparatur pemerintah. 
Penambahan waktu libur di hari sabtu, 
juga merupakan motivasi yang 
diberikan kepada aparatur untuk 
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memperoleh waktu yang lama 
berkumpul dengan keluarga dan 
melaksanakan liburan. Beban kerja yang 
selama ini di kantor, dapat dihilangkan 
dengan memperoleh liburan dua hari 
sekaligus, sehingga bisa menjaga 
kebugaran dan kreatifitas ketika masuk 
jam kerja kembali. 
Dari hasil wawancara diatas 
dengan informan yang rata-rata 
mengatakan bahwa efektivitas 
pelaksanaan lima hari kerja dalam 
meningkatkan pelayanan publik 
memberi pengaruh positif bagi 
masyarakat yang ingin memperoleh 
pelayanan dari aparatur kecamatan 
lhoksukon. Aktivitas masyarakat sehari-
hari yang pergi ke sawah atau ke ladang 
dapat dilaksanakan seperti biasa, 
karena masyarakat dapat mendatangi 
kekantor camat setelah selesai sholat 
zhuhur, untuk mengurus surat-surat 
dan pelayanan lainnya. 
b. Pengaruh Negatif 
Pelaksanaan lima hari kerja 
yang diambil pemerintah selain tercipta 
pengaruh positif dapat juga memberi 
pengaruh dalam pengaruh negatif, 
tergantung dari mana masyarakat dan 
aparatur melihat pengaruh negatif yang 
ditimbulkannya. Pengaruh negatif yang 
ditimbulkan karena dapat kelemahan 
atas pelaksanaan yang diambil 
pemerintah, biasanya bentuk negatif 
menjadi masukan untuk 
menyempurnakan pelaksanaan yang 
sama dikemudian hari. Penambahan 
jam kerja setiap hari dalam pelaksanaan 
lima hari kerja yang dimulai pukul 08.00 
Wib sampai pukul 16.40 Wib, tentu 
menambah beban aparatur untuk 
meyediakan konsumsi siang hari. 
Penambahan jam kerja setiap hari 
tanpa diikuti dengan pemberian insentif 
uang konsumsi siang hari, tentu 
memberatkan aparatur yang memiliki 
jarak tempat tinggal berada jauh dari 
lingkungan pekerjaan. 
Kebanyakan aparatur yang 
bertugas di Kecamatan Lhoksukon 
sebahagian besar jarak rumahnya jauh 
dari Kantor Camat, sehingga tidak 
mencukupi waktu istirahat yang 
diberikan untuk pulang kerumah 
terlebih dahulu. Waktu istirahat hanya 
cukup bagi aparatur yang memiliki 
rumah dekat dengan kantor saja, 
namun kebanyakan aparatur yang 
bertugas di Kantor Camat Lhoksukon 
bertempat tinggal jauh dari kantor. 
sehingga membutuhkan waktu lama 
untuk bisa kembali ke kantor. Maka 
karena itu sebahagian aparatur yang 
meyediakan dan apribadi untuk 
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konsumsi siang hari, sedangkan 
kebutuhan hidup yang harus dipenuhi 
semakin tinggi dan tidak beraturan. 
Pengaruh negatif yang paling 
terasa dari pelaksanaan lima hari kerja 
ialah pengeluaran pribadi aparatur yang 
terasa berat, ketika harus merogoh 
kantung sendiri ketika jam makan siang, 
karena tempat tinggal yang jauh dari 
kantor sehingga tidak mencukupi waktu 
istirahat untuk pulang dan pergi dari 
rumah ke kantor. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan lima 
hari kerja yang ditempuh pemerintah 
daerah dimasa kepemimpinan Mustafa 
Abubakar, memberi pengaruh positif 
sebagai suatu kemajuan yang dicapai 
dan pengaruh negatif yang harus 
dibenahi agar dapat disempurnakan. 
Maka kedepan sering dengan 
kepemimpinan daerah yang baru, dapat 
menyempurnakan kinerja aparatur 
terlebih dahulu dengan memperbaiki 
setiap kelemahan yang mungkin masih 
menjadi penyebab belum maksimalnya 
berjalan dilapangan. Kesempurnaan 
organisasi dapat dicapai bila terdapat 
koreksi atas pelaksanaan terlebih 
dahulu, bila dinilai kurang mendukung 
harapan yang dituju, efektivitas dapat 
disempurnakan agar tujuan yang di 
inginkan dapat dicapai secara optimal. 
Pelaksanaan lima hari kerja dan dua 
hari libur dalam seminggu merupakan 
kebijakan ideal yang ditempuh 
pemerintah daerah dalam 
meningkatkan kinerja aparatur dalam 
memberikan pelayanan publik, namun 
kelemahan yang dimiliki oleh efektivitas 
itu harus bisa dikoreksi demi 
kesempurnaan kebijakan daerah 
dikemudian hari. 
Namun efektivitas juga harus 
dibarengi dengan perbaikan 
kesejahteraan aparatur dan juga 
peningkatan sumber daya aparatur 
untuk lebih baik, bisa melalui 
pelaksanaan pelatihan dan juga 
seminar-seminar. Disatu sisi waktu 
pekerjaan sudah paradigma baru, 
begitu pula sistem dan prosedur serta 
kualitas sumber daya aparatur perlu 
diperbaharui guna memberikan 
pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat. 
Dari hasil wawancara diatas 
dengan informan yang rata-rata 
mengatakan bahwa efektivitas 
pelaksanaan lima hari kerja dalam 
meningkatkan pelayanan publik 
memberi pengaruh negatif secara 
umum diakui dalam meningkatkan 
kinerja aparatur dalam melaksanakan 
tugas pelayanan kepada masyarakat. 
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Namun jam kerja yang diperlakukan 
sampai sore hari, mengharuskan 
aparatur untuk menyediakan dana 
pribadi untuk konsumsi siang hari 
karena aparatur yang bertempat tinggal 
jauh dari kantor. Jam istirahat yang 
disediakan tidak mencukupi untuk 
pulang pergi dari tempat tinggal ke 
kantor.  
4. Kendala-kendala Dalam 
Pelaksanaan Lima Hari Kerja Dalam 
Meningkatkan Pelayanan Publik di 
Kantor Camat Lhoksukon 
Permasalahan yang dihadapi 
memerlukan jalan keluar untuk 
mengurangi dampak yang dimunculkan 
dari suatu efek-efek pelayanan publik 
yang dilaksanakan aparatur pemerintah 
selama ini masih kurang memuaskan 
harapan masyarakat, disuatu segi 
pemerintah ingin meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, namun 
disuatu segi lain minimnya fasilitas kerja 
tentu merupakan hambatan bagi 
aparatur dalam meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Sehingga terdapat kendala-kendala 
terhadap pelaksanaan lima hari kerja 
belum dapat meningkatkan pelayanan 
publik adalah sebagai berikut: 
1. Dimana masyarakat hanya setengah 
hari saja yang datang ke kantor 
untuk mengurus surat-surat, 
sehingga kantor pada siang hari sepi 
karena tidak ada lagi aktivitas yang 
harus dikerjakan, jadi aparatur 
memilih cepat pulang 
2. Bagi aparatur yang tidak ada 
jabatan atau kerja sangat rugi 
pulang sore, lebih baik enam hari 
kerja saja seperti dahulu bisa 
digunakan peluang mencari kerja 
sampingan untuk menafkahi 
keluarganya. Lagipula yang sudah 
ambil uang Bank dan tidak efisien 
hanya duduk-duduk saja dikantor. 
3. Dikantor Camat Lhoksukon setiap 
pagi memang ada apel dan pulang 
sampai sore hari. Namun walaupun 
demikian masih ada aparatur yang 
pulang cepat karena tidak ada 
aktivitas yang harus dikerjakan dan 
juga popsi kerja kurang 
pemerataan. Sehingga atasan 
memilah-milah mana yang senang 
hati dia memberikan tugas atau 
popsi tidak sesuai dengan popsi 
masing-masing kasie. 
Peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat harus diimbangi dengan 
peningkatan fasilitas kerja bagi aparatur 
yang memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, pelayanan bisa 
memberikan kepuasan bagi masyarakat, 
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bila waktu yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan pelayanan itu singkat dan 
cepat. Pelayanan yang diharapkan dari 
pemerintah tidak perlu memakan waktu 
berhari-hari dan biaya yang mahal. 
Pelayanan yang diberikan aparatur 
pemerintah seharusnya cepat dan 
berbiaya murah untuk mendukung 
terwujudnya tujuan pelayanan prima 
yang didengungkan pemerintah selama 
ini. Dengan pelayanan yang prima akan 
meningkatkan kinerja aparatur dimata 
masyarakat, hingga masyarakat merasa 
pemerintah telah memberikan 
kepuasan atas pelayanan. 
Salah satu kebijakan yang 
ditempuh pemerintah untuk 
meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat ialah pelaksanaan lima hari 
kerja yang mewajibkan instansi 
pemerintah daerah untuk membuka 
kantor dan memberikan pelayanan 
sampai sore hari kepada masyarakat. 
Masyarakat yang memiliki pekerjaan 
pagi hari dan tidak sempat untuk 
mengurus segala surat pada aparatur 
pemerintah dapat mengurus diwaktu 
siang hari. Selama pelaksanaan lima hari 
kerja berjalan di Kantor Camat 
Lhoksukon, belum banyak mengalami 
peningkatan terhadap kinerja aparatur 
dalam memberikan pelayanan publik, 
pekerjaan yang berkaitan dengan 
masyarakat sebagian besar masih 
belum rampung dilaksanakan. 
Menggambarkan pelaksanaan lima hari 
kerja belum meningkatkan pelayanan 
publik secara menyeluruh sesuai 
dengan yang diharapkan, sebahagian 
besar masyarakat yang bermukim di 
lhoksukon bermata pencaharian 
sebagai petani setiap hari ke sawah, 
sehingga jam kerja yang diberlakukan 
sampai sore hari masih juga belum 
optimal dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 Dari hasil wawancara dengan 
aparatur Kecamatan Lhoksukon, dapat 
dipahami bahwa selama ini pelaksanaan 
lima hari kerja ditempuh pemerintah 
daerah, belum memberikan 
peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat. Dikarenakan kebijakan 
pemerintah hanya tertumpu pada 
perubahan jam kerja saja, namun 
kualitas sumber daya manusia beserta 
fasilitas kerja belum diperhatikan 
dengan maksimal. Berarti selama 
pelaksanaan lima hari kerja ditempuh 
pemerintah daerah, belum memberi 
peningkatan kinerja aparatur 
pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Masyarakat merasa pelaksanaan lima 
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hari kerja hanya menambah waktu 
untuk tetap aparatur berada dikantor 
sampai sore hari, namun kualitas 
pelayanan yang dijalankan masih belum 
mengalami perbaikan kearah yang lebih 
baik dari sebelumnya, seperti kesalahan 
pengetikan karena aparatur kurang 
teliti dalam bekerja. 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan lima hari kerja belum 
memberikan peningkatan pelayanan 
publik, masyarakat yang memperoleh 
pelayanan dari aparatur sampai sore 
hari, masih merasa kurang maksimal 
diberikan oleh aparatur. Dengan kata 
lain kualitas pelayanan yang diberikan 
aparatur pemerintah masih seperti 
dahulu, sebelum pelaksanaan lima hari 
kerja dikeluarkan. Sehingga masyarakat 
yang membutuhkan pelayanan belum 
dapat terselesaikan pelayanannya 
sesuai dengan waktu yang diharapkan 
masyarakat. 
 Keberhasilan pemerintah 
daerah dalam memberikan pelayanan 
secara prima kepada masyarakat, tentu 
ikut mendorong partisipasi masyarakat 
dalam mensukseskan perencanaan 
pembangunan yang ditempuh 
pemerintah daerah. Partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan dapat 
maksimal terwujud, bila pemerintah 
telah berhasil merangkusl masyarakat. 
Pelaksanaan lima hari kerja sebenarnya 
sudah sesuai untuk diterapkan dalam 
memotivasi aparatur dalam bekerja 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, namun kebijakan itu saja 
tidak akan mampu meningkatkan 
pelayanan publik bila tidak 
memperbaiki aspek sumber daya 
aparatur dan juga fasilitas kerja yang 
dibutuhkan. Karena sumber daya 
manusia menjadi faktor penentu dalam 
menggerakkan organisasi dan fasilitas 
kerja menjadi sarana yang mampu 
mendorong pelaksanaan kerja aparatur 
dalam memberikan pelayanan publik. 
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